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PERATURAN D,AERAH KASUP,ATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2OO1

TENTANG

PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah untr.lk membiayai
penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Daerah sesuai dengan
Pasal 79 Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 yaitu dari hasil
pajak;

balrwa sarang burung .1,'ralet kewenangannya termasuk yang
diserahkan kepada Daerah Kahupaten atau Dasrah Kota
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan
kepada Daerah;

bahwa dalam rangka melestarikan sumber daya alam sarang burung
walet, Pemerintah Daerah benrvenang untuk mengenakan pajak
terhadap orang pribadi atau baclan hukum yang telih mendapatkan
rjin dari Bupati mengenai pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud dalam
huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Walet.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

b.

C.

d.
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2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
$engketa Pajak (Lembararr Negara Tahun 1997 Nomor 4A,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 36aB);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran lrlegara Tahun 1997 Nornor 41 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Norncr 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 40 e);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan $urat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara I'ionror 3686) jo. Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pr:rubalran Atas Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagiharr Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 2000 Ncmor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

$. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara T'ahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Feraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691);

Keputusan Menteri Dalam I'Jegeri liJomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman lata Caia Pungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan fvlenteri Dalain l"legeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Pedoman Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pentbukuan;

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan dibiclanc Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengelolaan rian Pengusahaan Sarang Burung Walet;

4.
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b.
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Feraturan ilaerah Kahupat*n tiai'iji-ti
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P*raturan Daer*h Kabupaten Oiariiur
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14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Tata cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri $ipil.

Menetapkan

Dengan perseiujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IGBLJPATEN CIANJUR

MIh/ILJTU$IGN :

: FTRATURAN DATRAH "INT{'TANG PAJAK
FH, f{G USAH,{A.N $AI-{AhlS g U iEii f{G Wil.LH "i* 

.

r}ENCALOLAAN DAN

BAB }

KITENTUAN UMUFI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dii'naksud dengan :

a. Daerah Otonom, selanjutrrya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunya! batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik indonesia;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati treserta perangkat Daerah Otonom
sebagai badan eksekutif;

c. Bupati adalah Bupati Cianjur;

d. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur;

e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur;

f. Pejabat adalah pegawai yang dlberl tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

g. Badan ,,,,
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g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya;

Pengelolaan Burung Walet adaiah rangkaian pembinaan habitat dan
pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar
habitat alami;

Pengusahaan burung waiet adalah bentuk kegiatan pengambilan
sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;

Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet
hidup dan berkembang secara alami;

Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung
walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;

Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tenentu dimana terdapat sarang
burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami:

Sarang burung walet yang berada di :

1. Habitat alami adalah meliputi kawasan hutan negara, kawasan
konservasi, kawasan gua alam dan atau di luar kawasan yang
tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat;

2, Luar habitat alami adalah rneliputi bangunan dan atau
rumah/gedung.

Pajak Pengelolaan dan Fengursahaan Sarang Burung Walet adalah
pungutan daerah atas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung
walet yang telah mendapat ijin dari Bupati;

$urat Pemberitahuan Pajak .Daerah selanjutnya disingkat SPTFD
adalah surat yang digunal<an oleh wajib pajalr untul< melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati;

$urat Ketetapan Pajak Oaerah seiarrjutnya disingkat SKPD adatah
$urat Keputusan yang nrenentukan jumlah besarnya pajak yang
terutang;

h

J.

l.

iTl .

k.

n.

o.

p.

q.

r. Surat ., r i



f
5rl

t

F

i

5

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

$urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayss selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

$urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN
adalah $urat Keputusan yang menentukan jum!ah pajak yang
terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajal< tidalr terutang
dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN $UBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung
walet dipungut pajak atas tiap rangkaian pembinaan habiiat dan
pengendalian populasi serta bentuk kegiatan pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet.

(2) Obyek pajak adalah kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet.

(3) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikenakan
pajak baik pada lokasi habitat alami maupun di luar habitat alami
adalah burung walet yang termasuk marga collocalia yaitu :

a. Collocalia fuciphagus (walet putih);
b. Collocalia Maxima (walet sarang hitam);
c. Collocalia esculenta (walet sapi);
d. Collocalia linchi (burung sriti/kapinis).

s.

t.

tt
LI ,

V.

Pasal 3 ....
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Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh Pemerintah
Daerah;

b. Lokasi-lokasiyang ditetapkan oleh Bupati.

' Pasal 4

(1) $ubyek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang
mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukr"rm yang mengelola
dan mengusahakan sarang bururng walet.

BAB III

DASAR FENGENAA.N DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah junrlah sarang burung walei yang
dipanen/diambil.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini diteiapkan secara periodik oleh Bupati dengan
memperhatikan harga jual di pasaran yang berlaku.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Jumlah sarang burung walet yang dipanen/diambil pada lokasi habitat
alami sebesar 2A o/a (dua puluh persen);

b. Jumlah sarang burung vralet yang dipanenldiambil pada lokasi di luar
habitat alami sebesar 10 oA (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHTTUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip
pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Pe.raturan Daerah ini
dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
Peraturan Daerah ini.

,,.ffi

BAB V ....
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BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamonya 1 (oatu) bulan takrlrim,

Pasa! I
Pajak terutang dalam masa pajak terjacii pada saat sarang burung walet
dipanerr/diambil.

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.

(2) $PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib
pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan kepada Bupati selambat-iambatnya 15 (iima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB Vi

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 1 1

(1) Berdasarkan $PTPD sebagaimana dinraksuct pada Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, Eupati menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan $KPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana'dimal<sud pada ayat (1) Pasal ini tidak
atau kurang dibayar setelah lev'rat iualqtu paling lama 30 (tiga putuh)
hari sejak SKPD diterima, clikenakan uanksi adrrtinistrasi berupa
bunga sebesai' 2oA (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STFD.

Pasal '12

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri SpTpD sabagaimana dimaksud
pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ciigunakan untuk
menghitung, memperhitungkan Can menetapkan pajak sendiri yang
terutang.

Jffi

i2) Dalanr ...,
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(2) Dalam jangka waKu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak
Bupati dapat menerbitkan :

a, SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) Pasal ini
diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeril<saan atau keterangan laln
pajak yang terukng tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2016 (dua persen) seburan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulen dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam ianUka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur s€cara iertulis dikenakan sanksi
adrninistrasi sebesar 206 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) buian dihitung sejak saai terutangnya
pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25o/p (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar Zalo (dua persen) sebulan dihitung dari paiak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejal< saat terutangnya paJak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutiang akan dikenakan sanks! adminlst.ras! berupa kenaikan
sebesar 10006 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini
diterbitkan apabila jumlah pajak yang teruiang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu
yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitlcan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga ?0,6 (dua persen) eebulan.

'' -i:l'';'

{7) Penarnbahan ,...
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(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tompat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

{2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1x24jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) Pasal inidilakukan dengan menggunakan $SPD.

Pasal '14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun vraiciu iertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini, harus dilakukan $ecara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2oA (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetr-rjr"ran kepada $€jib pajak untuk
menunda pembayaran pajak sarnpai batas lvaktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan,

;rffi

(2) Bentuk .,..
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@ Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh)
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenir, wajib pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh
pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud ditentukan dalam surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 1B

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x
24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat $egera
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum iuga melunasi utang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasai 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21 ....
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Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergirnakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN KERIFIGANAN DAi.I PEMBEBA3AN PAJAK

Plsal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajlb pajak dapat memberlkan
pefigufarrgan, keringanan dan pembebasan.

(2\ Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayai ('i) Fasai ini, diietapkan
oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, FEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINI$TRASI

Pasal 23

(1) Bupati karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan $KPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurar"lgkan ketetapan pajak yang tidak
benar,

c. mengurangkan atau menghanuskan sanksl admlnistrasi lrerupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhiiafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau $KPD,

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimarra dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini harus disampaikan secare tertulis oieh wajib pajak
kepada Bupati atau pejabat selarnbat-larnhttnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, $KpilKB, $KPDKBT atau STPD
dengan memberikan alesan yang je{as.

t3) Bupati ,, I r
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{3) Bupati atau pejabat paling lanra 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(a) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejab'at tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat atas suatu :

a. SKPD;
b. SKPDKB:
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa lndonesia paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecualiapabila wajib
pajak dapat menunjukan bahwa jangka walctu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan
keputusan

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan
keputr,rsan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian menolak atau menanrbah besarnya pajak
terutang.

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dinrnksud pada ayat (1) Pasal ini
tidak nrenunda kewajiban nremtrayat pajak.

Pasal ?5 !.,.
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Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan lrancling kepada Badan Penyelesaian
$engketa Pajak dalanr jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24
Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian aku seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBATIAN KELFBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembay6pan pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka wakJu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan perigemhialian keleb,ihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) Pasal
ini dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktr,r paling lama
t (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang pajak
dimaksud.

(5) Pengernbalian ....
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waKu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 20,6 (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Fasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah.

{,2} Kadaluwar$a penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1i Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak berrar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang.

{q#

{2} Wajib ....
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(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tielak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waKu
10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa
pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri $ipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor I Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
adalah :

a. Menerima, mencari, menguffipulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah:

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindek pidana di bidang perpajakan
daerah;

Melakukan penggeiedahan untuk rnendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan clolqutnen l;rrin serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

b.

c.

d.

A

f . fVleminta ... .
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f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti, rnelarang seseorang meningglkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau doltumen sebagaimana
dimaksud huruf e ayat ini;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang
dapat di pertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mernberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XVI

PEMBINMN/PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Bupati atau O*,ubil, 

*U,,

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Bupati.

Fa$al 36 r..,

i,.eW
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Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar 'supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dabrah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal B Juni 2001

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI $\A/ASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan
Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor
tanggal 7 Juni 2001 .

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2001

Perurakilan Ralqyat Daerah
25 I 1 7 2 .zlKep . DPRD/200 1

RI$ DAERAH,

NA
c61 422

AN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2OO1 NOMOR 45
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